BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR &§ TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 93 ayat

(2) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2017 tentang Badan Usaha Milik Dacrah, dipandang

perlu  menetapkan Peraturan Bupati  Situbondo

tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik

Dacrah;

2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Necgara Recpublik
Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) scbagaimana
tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);



Mcnctapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
2587) scbagaimana teclah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58);

4.  Pcraturan Pcraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Dacrah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatli ini, yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Bupati adalah Bupati Situbondo.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

4. Badan Usaha Milik Dacrah yang sclanjutnya
disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha yang
scluruh atau scbagian besar modalnya dimiliki
oleh Dacrah.

S. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik
Dacrah  yang  sclanjutnya  discbut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik
Dacrah Kabupaten Situbondo yang dibiayai olch
APBN/APBD/Anggaran Perusahaan yang
proscsnya scjak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan scrah terima hasil pekerjaan.

6. Kepala Dacrah Yang Mcwakili Pemerintah Dacrah
Dalam Kepcmilikan Kckayaan Daerah Yang
Dipisahkan pada Pcrusahaan Umum Dacrah yang
sclanjutnya  disingkat KPM  adalah  organ
pcerusahaan  umum Daerah yang memegang

4




3

kckuasaan tertinggi dalam perusahaan umum
dacrah dan mecmegang scgala kewenangan yang
tidak discrahkan kcpada Dircksi atau Dewan

Pengawas.

10.

11.

12.

14.

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum
dacrah yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat  kepada Direksi  dalam
mcenjalankan  kegiatan pengurusan perusahaan
umum Dacrah.

Komisaris adalah organ pcrusahaan perseroan
Dacrah yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan pcrusahaan
perscroan Dacrah.

Dircksi adalah organ BUMD yang bertanggung
jawab atas pcngurusan BUMD untuk kepentingan
dan tujuan BUMD serta mecwakili BUMD baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah
kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk
dijadikan penyertaan modal BUMD.

Rapat Umum Pemegang Saham yang sclanjutnya
disingkat RUPS adalah organ perusahaan
perscroan  Dacrah yang memegang kekuasaan
tertinggi dalam pcrusahaan pcrscroan Daerah dan
memegang scgala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem
pengelolaan yang mengarahkan dan
mengendalikan  perusahaan agar menghasilkan
kemanfaatan c¢konomi yang berkesinambungan
dan kescimbangan hubungan antar pcmangku

kepentingan.

. Panitia Pengadaan adalah sumber daya manusia

yang ditctapkan olch Dircktur Utama/Direktur
BUMD untuk mengcelola pemilihan Penyedia.
Pcjabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang dibceri
kewenangan olch PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau mclakukan tindakan yang
dapat mecngakibatkan pengeluaran  anggaran
belanja BUMD.



15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

Pctugas Pengadaan adalah Pcgawai/Personel yang
ditctapkan olch Direktur Utama/Direktur BUMD
untuk  mclaksanakan Pcngadaan  Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.
Petugas  Pemeriksa  Hasil  Pckerjaan  yang
sclanjutnya discbut PgPHP adalah
Pegawai/Personcl yang ditetapkan oleh Dircktur
Utama/Dircktur BUMD yang bertugas memcriksa
hasil pckerjaanPengadaan Barang/Jasa di BUMD.
Tim Pemecriksa Hasil Pckerjaan yang selanjutnya
discbut TPHP adalah tim yang ditetapkan olch
Dircktur Utama/Direktur BUMD yang bertugas
memceriksa hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa di BUMD.

Agen Pengadaan (Procurement Agent) adalah
UKPBJ, badan wusaha, atau pcrorangan yang
mclaksanakan scbagian atau seluruh pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yang dipercayakan olch
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Situbondo
scbagai pthak pemberi pekerjaan.

Penyelenggara Swakclola adalah Tim internal yang
menyclenggarakan kegiatansecara Swakelola.

. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah

Pcgawai/personcl yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewcnang, dan hak sccara penuh oleh
pcjabat yang berwenang untuk melaksanakan
pcengadaan Barang/Jasa.

Rencana Umum  Pengadaan Barang/Jasa yang
sclanjutnya discbut RUP adalah daftar rcncana
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksanakan olch Badan Usaha Milik Daerah.
Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja di
BUMD yang bertugas membantu Dewan Pengawas
atau Komisaris BUMD dalam hal pengawasan
mclalul audit, rcviu, pemantauan, cvaluasi, dan
kegiatan pcngawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi BUMD.

.Pengadaan Barang/Jasa mclalui swakclola yang

sclanjutnya disebut Swakclola adalah cara
memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
olch Pcgawai Direcksi BUMD, Kementcrian/
L.embaga/Pcrangkat Dacrah/Badan Usaha Milik
Dacrah lain, organisasi kcmasyarakatan, atau

kclompokmasyarakat.




24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya
discbut Ormas adalah organisasi yang didirikan
dan dibcentuk olch masyarakat sccara sukarcla
berdasarkan  kesamaan  aspirasi, kchendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
lercapainya tujuan Ncgara Kesatuan Republik
Indoncsia yang berdasarkan Pancasila.

Kclompok Masyarakat adalah kelompok
masyarakat yang melaksanakan Pcngadaan
Barang/Jasa dcengan dukungan anggaran dari
BUMD.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah
cara mempcerolch barang/jasa yang disediakan
olch Pclaku Usaha.

Pclaku Usaha adalah setiap orang pcrorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau mcelakukan kegiatan dalam
wilayah hukum ncgara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
mcnyclenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Pcnyedia Barang/Jasa yang sclanjutnya discbut
Pcnycdia adalah Pclaku Usaha yang menycdiakan
barang/jasa berdasarkan perjanjian.

Barang adalah sctiap benda  baik  berwujud
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat dipcerdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan olch Pengguna
Barang.

Pckerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
scbagian kcgiatan yang mecliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,dan
pcmbangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang mcmbutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang kcilmuan yang mcngutamakan adanya olah
pikir (brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau
jasa yang mcmbutuhkan peralatan, metodologi
khusus dan/atau kecterampilan (skillwarc) dalam
suatu sistem tata kclola yang tclah dikenal luas di
dunia usaha untuk menyelesaikan  suatu

pckerjaan.




33.

34.

395.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Harga Perkiraan Scendiri yang selanjutnya disingkat -
HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang
ditctapkan olch PPK.

Penclitian  adalah  kegiatan yang dilakukan
menurut  kaidah dan metode ilmiah sccara
sistcmatis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pcmahaman
dan pcmbuktian kebenaran atau ketidakbenaran
suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu
pengetahuan dan  tcknologi serta menarik
kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu
pengetahuan dan/atau tcknologi.

Pembelian sccara clcktronik yang sclanjutnya
discbut c-purchasing adalah tata cara pembeclian
barang/jasa di BUMD mclalui sistem catalog
clektronik atau melalui toko daring (online shops).
Tender  adalah  metode pcemilihan untuk
mendapatkan Pcnyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa lLainnya yang dilaksanakan olch
Panitia Pengadaan atau UKPBJ Pemerintah
Kabupaten Situbondo.

Sclcksi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang
dilaksanakan olch Panitia Pengadaan atau UKPBJ
Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pcnunjukan Langsung adalah mctode pemilihan
untuk mendapatkan Pcnycdia dalam kcadaan
tertentu.

Pcengadaan lLangsung Barang/Pckerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Pcnycedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah
mclodc pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp100.000.000,00 (scratus juta rupiah).

E-reverse auction adalah metode penawaran harga
secara berulang.

Dokumen  Pemilihan  adalah  dokumen  yang
ditetapkan  olech  Panitia  Pengadaan/Petugas
Pengadaan/Agen Pengadaan yang  mcemuat
informasi dan kctentuan yang harus ditaati olch
para pihak dalam pemilihan Penyedia.




43.

44.

46.

47.

48.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
discbut kontrak adalah perjanjian tertulis antara
Direktur Utama/Dircktur BUMD dcngan Penycdia
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
pcrorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
Mikro,Kecil, dan Mcnengah.

. Usaha Kecil adalah usaha ckonomi produktif yang

berdiri  sendiri  dan  dilakukan oleh orang
perscorangan atau badan usaha yang bukan
mcrupakan anak pcrusahaan atau bukan cabang
pcrusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidaklangsung dari
usaha menengah atau  usaha besar, yang
memecenuhi  kriteria  Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha
Mikro, Kccil, dan Mcnengah.

Usaha Mcnengah adalah usaha ckonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
pcrorangan atau badan wusaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang
pcrusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kcecil atau Usaha Besar dengan
jumlah kckayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Surat Jaminan yang sclanjutnya discbut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikcluarkan olch
Bank Umum/Pcrusahaan Penjaminan/Pcrusahaan
Asuransi/Lembaga  Keuangan  khusus yang
mclakukan aktivitas penjaminan dan asuransi
sesuai peraturan pcrundang-undangan yang
discrahkan oleh Peserta Pemilihan/Penyedia
kepada Panitia Pengadaan/PPK/Agen Pengadaan
untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Pescerta
Pemilihan/ Penycdia.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada  Peserta  Pemilihan/Penyedia  berupa
larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di
scluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Dacrah
dan BUMD dalam jangka waktu tertentu.




49.

Sl.

(1)

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai
manfaat yang mcnguntungkan secara ckonomis
tidak hanya untuk BUMD scbagai pcnggunanya
tctapi juga untuk masyarakat, serta signifikan
mcengurangi dampak necgatif terhadap lingkungan
dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

.Konsolidasi Pcngadaan  Barang/Jasa  adalah

strategi Pengadaan Barang/Jasa yang
menggabungkan  beberapa  paket  Pengadaan
Barang/Jasa scjenis.

Kcadaan Kahar adalah suatu kcadaan yang tcrjadi
di luar kchendak para pihak dalam kontrak dan
tidak dapat dipcerkirakan scbelumnya, schingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak mcnjadi
tidak dapat dipcnuhi.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari
anggaran BUMD;
b. Pcngadaan Barang/Jasa yang mcnggunakan
anggaran bclanja dari Pcmerintah Dacrah

berupa penyertaan modal.

Pasal 3
Pengadaan Barang/Jasa dalam Pcraturan Bupati
ini mcliputi:
a. Barang;
b. Pckerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.
Pcngadaan Barang/Jasa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan sccara terintegrasi.
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. Swakclola; dan/atau
b. Penycdia.
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BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN
BARANG /JASA

Bagian Kcsatu
Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a.

mcenghasilkan barang/jasa yang tepat dari scliap
uang yang dibclanjakan,diukur dari aspck
kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan
penycdia;

mcngutamakan penggunaan produk dalam negeri;
mengutamakan peran serta Usaha Mikro, Kecil,
dan Mcnengah;

mcndukung pclaksanaan penelitian dan
pcmanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian;
mcningkatkan kecikutsertaan industri kreatif;
mendorong pemerataan ekonomi; dan

mendorong pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa mencrapkan prinsip scbagai
berikut:

a.

Kfisien, berarti Pcngadaan Barang/Jasa harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya
yang minimum untuk mecncapat kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk
mencapai hasil dan sasaran dcngan kualitas yang
maksimum;

lEfektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
scsuai dengan kebutuhan dan sasaran yang tclah
ditctapkan serta memberikan manfaat yang
scbesar-besarnya;

Transparan, berarti  scmua ketentuan  dan
informasi mecngenai Pengadaan  Barang/Jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui sccara luas olch
Penyedia Barang/Jasa yang berminat scrta olch

Y

masyarakatl pada umumnya;




d.

C.
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Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat
diikuti olch scmua Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi persyaratan/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
dilakukan meclalui persaingan yang sehat diantara
scbanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang
sctara dan memenuhi persyaratan, schingga dapat
diperolch Barang/Jasa yang ditawarkan seccara
kompetitif dan tidak ada intervensi yang
mengganggu terciptanya mckanisme pasar dalam
Pcngadaan Barang/Jasa;

Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama
bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak
mengarah untuk memberi keuntungan kepada
pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan
kepentingan dacrah; dan

Akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan
ketentuan yang tcrkait Pengadaan Barang/Jasa
schingga dapat dipcrtanggungjawabkan.

Bagian Kctiga
IEtika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan

Barang/Jasa mcmatuhi ctika scbagai berikut:

a. mclaksanakan tugas sccara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mcncapai sasaran,
kelancaran dan kctepatan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa,;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan
menjaga kcrahasiaan informasi yang menurut
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung
maupun tidak langsung yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat;

d. mcnerima dan bertanggung jawab atas scgala
keputusan yang ditetapkan scsuali dengan
kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

u



C.
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menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan kepentingan pihak yang terkait,
baik  sccara  langsung maupun  tidak
langsung,yang berakibat persaingan usaha
tidak schat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
menghindari dan mencegah pemborosan dan
kebocoran kcuangan negara;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi; dan

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak
mecnjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja
dari atau kepada siapapun yang dikctahui atau
patut diduga berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa.

Perientangan  kepentingan  pihak  yang  terkait

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dalam hal;

a.

C.

Dircksi, Dewan Komisaris, atau personcl inti
pada suatu badan usaha, merangkap scbagai
Dircksi, Dcwan Komisaris, atau personel inti
pada badan usaha lain yang mengikuti
Tender/Seleksi yang sama;

dalam  Pckerjaan  Konstruksi, konsultan
perencana/pengawas bertindak scbagai
pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang

dircncanakannya/diawasinya, kecuali dalam
pclaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
konsultan manajemen konstruksi berpcran
scbagai Konsultan Pecrencana;
pengurus/manajer koperasi merangkap scbagai
PPK/Panitia Pengadaan/Petugas Pengadaan
pada pelaksanaan Tender/Scleksi di BUMD;
PPK/Panitia Pcngadaan/Pctugas Pcengadaan
baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan perusahaan
Penyedia; dan/atau

beberapa perusahaan yang mengikuti
tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak
yang sama, yang mana sahamnya lebih dari
50% (lima puluh persen) dikuasai olch

pemegang saham yang sama.
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BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG /JASA

Bagian Kesatu
Pclaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

PPK;

SR oo a0 g

Direktur Utama/Direktur BUMD;

Pctugas Pcngadaan;
Panitia Pcngadaan;
PgPHP/TPHP;

Agen Pengadaan,;
Penyelenggara Swakelola,

Pcnycedia.

Bagian Kedua
Dircktur Utama/Dircktur BUMD

Pasal 8

(1) Direktur Utama/Dircktur BUMD dalam Pcngadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

a.

b.

d.

melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja;

mcngadakan ikatan/perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang tclah
ditetapkan;

menctapkan perencanaan pengadaan;
menctapkan dan mengumumkan RUP;
meclaksanakan konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa;

menctapkan penunjukan langsung untuk
tender/scleksi ulang gagal;

mcnctapkan PPK;

menctapkan Penyelenggara Swakelola;
menetapkan Petugas Pengadaan;

menetapkan PgPHP/TPHP;

menctapkan tim teknis;

menctapkan  tim juri/tim ahli  untuk
pclaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/
Kontes;

menyatakan tender/ seleksi gagal;




(2)

(1)
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n. menetapkan pemenang pemilihan atau calon
Pcnycdia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Pcenunjukan LLangsung /
Ii-Purchasing untuk paket Pengadaan
Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa
LLainnya dengan nilai di atas

Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau
2) Scleksi/Penunjukan  Langsung  untuk
paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00
(scpuluh miliar rupiah).
0. menjawab sanggah banding pada pemilihan
penyedia pekerjaan konstruksi.
kewenangan scbagaimana scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat didelegasikan kepada
PPK.

Bagian Kctiga
Pcjabat Pembuat Komitmen

Pasal 9
PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa scbagaimana
dimaksud dalamPasal 7 huruf b memiliki tugas:
a. menyusun percncanaan pengadaan;
b. menctapkan spesifikasi tcknis/Kerangka
Acuan Kerja (KAK);
c. menctapkan rancangan kontrak;
d. menctapkan Harga Perkiraan Scndiri (HPS);

~
(]

menctapkan besaran uang muka yang akan
dibayarkan kcpada Penycedia,;

f.  mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menctapkan tim pendukung;

h. menctapkan tim atau tenaga ahli;

i.  mclaksanakan e-purchasing untuk nilai di
atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);

]- mcnctapkan Surat  Penunjukan Penycdia
Barang/Jasa,;

k. mengendalikan kontrak/pcrjanjian dengan
Penyedia;

l.  melaporkan pclaksanaan dan penyclesaian
kegiatan kepada Dircktur Utama/Dircktur
BUMD;
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m. menycrahkan hasil pckerjaan pelaksanaan
kegiatan kepada Dircktur Utama/Direktur
BUMD dengan Berita Acara Penycrahan;

n. menyimpan dan mcnjaga kcutuhan scluruh
dokumen peclaksanaan kegiatan; dan

o. menilat kincrja Pcnyedia dalam  Sistem
Informasi Kincrja Penyedia (SiKAP), untuk
pcmilihan penyedia melalui tender SPSE.

Sclain melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas

pclimpahan kewcenangan dari Dircktur

Utama/Direktur BUMD  bcrupa  melakukan

tindakan yang mengakibatkan  pcngcluaran

anggaran bclanja scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2);

PPK dalam mclaksanakan tugas . scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu olch Tim

Pcngadaan Barang/Jasa yang ditetapkan olch

Dircktur Utama/Dircktur BUMD atas usul PPK.

Ketentuan dan persyaratan pengangkatan scbagai

PPK diatur dengan Peraturan Dircktur

Utama/Dircktur BUMD.

Bagian Keecmpat
Petugas Pengadaan

Pasal 10

Petugas Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pcngadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pcnunjukan LLangsung Barang/Pckcrjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bcrnilai paling
tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi yang
bernilai  paling tinggi  Rp100.000.000,00
(scratus juta rupiah);

d. melaksanakan [E-Purchasing yang bernilai
paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
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(2) Ketentuan dan persyaratan pengangkatan scbagai

(1)

(1)

Pctugas Pengadaan diatur dalam Peraturan
Dircktur Utama/Dircktur BUMD.

Bagian Kclima
Panitia Pengadaan

Pasal 11
Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufl d
mcmiliki tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pemilihan Penyedia,;
b. menetapkan  pemecnang  pcmilihan  atau

Penyedia untuk mctode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pckcrjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
paling tinggi Rp100.000.000.000,00
(scratus miliar rupiah); dan

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
paling tinggi Rp10.000.000.000,00(scpuluh
miliar rupiah).

Panitia Pcngadaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) beranggotakan 3 (liga) orang.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan
komplcksitas pemilihan Penyedia, anggota Panitia
Pengadaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Panitia Pengadaan dapat dibantu olch tim atau
tenaga ahli.

Ketentuan dan persyaratan pengangkatan scbagai
Panitia Pengadaan diatur dalam Peraturan
Dircktur Utama/Dircktur BUMD.

Bagian Kcenam
PgPHP/TPHP

Pasal 12
PgPHP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ memiliki tugas memeriksa administrasi
pelaksanaan kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
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dan Jasa Konsultansi yang bcrnilai paling tinggi
Rp100.000.000,00 (scratus juta rupiah).

TPHP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ memiliki tugas memeriksa administrasi
pelaksanaan kontrak pecngadaan Barang/Pckerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
Jasa Konsultansi yang bernilai  di  atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan dan persyaratan pcngangkatan scbagai
Pctugas/Tim Pemeriksa Barang/Hasil pckerjaan
diatur dalam Peraturan Dircktur Utama/Dircktur
BUMD.

Bagian Kctujuh
Agcen Pengadaan

Pasal 13
Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf f dapat melaksanakan pengadaan
barang dan jasa.
Pelaksanaan tugas agen pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dcngan
tugas Panitia Pengadaan dan/atau PPK.
Pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan dan/atau
PPK dilakukan scsuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai agen pengadaan
diatur dalam Pcraturan Direktur Utama/Dircktur
BUMD.

Bagian Kedclapan

Penyclenggara Swakelola

Pasal 14
Penyelenggara Swakelola scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas :
a. Tim Persiapan;
b. Tim Pelaksana; dan/atau
c. Tim Pcngawas.
Tim Persiapan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a memiliki tugas mcnyusun sasaran,
recncana kegiatan, jadwal pclaksanaan, dan

rencana biaya.
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Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mcmiliki tugas melaksanakan,
mencatat, mengevaluasi, dan meclaporkan seccara
berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran.

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ memiliki tugas mengawasi pcrsiapan
dan pclaksanaan fisik maupun administrasi
swakelola.

Bagian Kescmbilan
Penycedia

Pasal 15
Pcenyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan
barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Penycedia scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan kontrak;
kualitas barang/jasa;
ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
ketepatan waktu penycrahan; dan

c oo o

ketepatan tempat penycrahan.

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 16
Pcrencanaan Pengadaan mecliputi :
identifikasi kebutuhan;
penctapan barang/jasa;

cara;

oo oop

jadwal; dan
anggaran pengadaan barang/jasa.

e

Perencanaan pengadaan barang/jasa  BUMD
dilakukan  bersamaan  dengan  penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Pcrusahaan.
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Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber
dari APBD dilakukan bcersamaan dengan proscs
pcenyusunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran

Pcrangkat Dacrah (RKA Perangkat Daerah) setelah

nota kcscpakatan Kebijakan Umum APBD serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS).

Pcrencanaan Pengadaan terdiri dari:

a. Percencanaan Pengadaan melalui Swakelola;

b. Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia.

Perencanaan  Pengadaan  melalui Swakelola

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

meliputi kegiatan scbagai berikut:

a. penctapan tipe Swakelola;

b. penyusunan spesifikasi tcknis/KAK; dan

C. pcnyusunan prakiraan biaya/Rcncana
Anggaran Biaya (RAB).

Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a terdiri atas:

a. Tipe 1 yaitu Swakclola yang direncanakan,
dilaksanakan dan diawasi oleh personcl
intcrnal BUMD;

b. Tipc Il yaitu Swakelola yang direncanakan dan
diawasi olch Direksi BUMD dan dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga/Pcerangkat Dacrah
lain pelaksana swakclola;

c. Tipe I yaitu Swakclola yang dircncanakan dan
diawasi oleh Dircksi BUMD dan dilaksanakan
olch Organisasi Kemasyarakatan pclaksana
swakelola;

d. Tipc IV yaitu Swakelola yang direncanakan
sendiri  olch  Dircksi BUMD  dan/atau
berdasarkan usulan  Kclompok Masyarakat,
dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok
Masyarakat pelaksana swakeclola.

Perencanaan Pengadaan meclalui Penyedia meliputi

kegiatan sebagai berikut:

a. penyusunan spcsifikasi tcknis/KAK;

b. penyusunan prakiraan biaya/Rencana
Anggaran Biaya (RAB);

c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;

d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

¢. penyusunan biaya pendukung.
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Bagian Kedua
Spesifikasi Tcknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 17
Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
a. menggunakan jasa/produk dalam negeri;
b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
c¢. memaksimalkan penggunaan produk hijau.
Dalam  penyusunan  spesifikasi  tcknis/KAK
dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
a. komponen barang/jasa;
b. suku cadang;
¢. bagian dari satu sistcm yang sudah ada;
d. barang/jasa dalam katalog eclcktronik SPSE;
atau
c. barang/jasa mclalui tender ccpat di Sistem
Pengadaan Sccara Elcktronik (SPSE).
Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan scpanjang terscdia

dan tercukupi.

Bagian Kctiga
Pemakctan Pengadaan

Pasal 18

Pcmakctan pengadaan dilakukan dengan

beroricntasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume barang/jasa;

c. kcterscdiaan barang/jasa;

d. kemampuan pclaku usaha; dan/atau

¢. keterscdiaan anggaran.

Dalam  meclakukan  pemakctan pengadaan,

dilarang:

a. menyatukan atau mcmusatkan beberapa paket
pengadaan yang terscbar di beberapa
lokasi/dacrah yang menurut sifat pckerjaan
dan tingkat cfisicnsinya scharusnya dilakukan
di beberapa lokasi/dacrah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang
menurut sifat dan jenis peckerjaannya harus

dipisahkan;
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¢. menyatukan beberapa paket pengadaan yang
besaran nilainya scharusnya dilakukan olch
Usaha Kecil; dan/atau

d. mcmecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi
beberapa paket dengan maksud menghindari
Tender/Scleksi.

Bagian Kecmpat
Konsolidasi Pengadaan

Pasal 19

(1) Konsolidasi pcngadaan dilakukan pada tahap
perencanaan pengadaan, persiapan  pengadaan
barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan
pemilihan Penyedia.

(2) Konsolidasi pengadaan dilaksanakan oleh Direktur
Utama/Dircktur BUMD/PPK dan/atau Panitia
Pengadaan/UKPRBJ.

Bagian Kelima
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 20

(1) Pengumuman RUP BUMD dilakukan sctclah
penctapan alokasi anggaran belanja.

(2) Dikecualikan dari  ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan
barang/jasa BUMD yang mecrupakan kebutuhan
rutin dan tidak bolch berhenti scpanjang waktu.

(3) Pcngumuman scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan meclalui situs web Pemerintah
Dacrah, situs web BUMD, papan pengumuman resmi
untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau mecdia
lainnya.

(4) Untuk pengadaan barang/jasa yang akan
dilakukan meclalui SPSE maka pengumuman RUP
BUMD dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

(5) RUP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diumumkan kcmbali dalam hal terdapat
pcrubahan/revisi paket pcngadaan atau
pcerubahan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.
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BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kcsatu

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakcelola

(1)

Pasal 21

Persiapan  Pengadaan  Barang/Jasa  mclalui

Swakelola meliputi :

a. penetapan sasaran,

b. penyclenggara swakelola;

¢. rencana kegiatan;

d. jadwal pclaksanaan; dan

¢c. rencana biaya.

Penectapan sasaran pekerjaan swakelola

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Dircktur Utama/Dircktur BUMD.

Penctapan  Penyelenggara Swakelola dilakukan

scbagai berikut :

a. Tipe | Penyclenggara Swakelola ditetapkan olch
Direktur Utama/Dircktur BUMD;

b. Tipe II Tim Pecrsiapan dan Tim Pengawas
ditetapkan olech Direktur Utama/Dircktur
BUMD scrta Tim Pclaksana ditctapkan oleh
Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Situbondo lain pelaksana swakelola;

c. Tipc III Tim Persiapan dan Tim Pengawas
ditctapkan olch Direktur Utama/Direktur
BUMD serta Tim Pelaksana ditetapkan olch
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
pelaksana swakelola;

d. Tipe [V Penyclenggara Swakclola ditctapkan
oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat pclaksana
swakeclola.

Tenaga ahli scbagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (4) hanya dapat digunakan dalam

pelaksanaan Swakcelola tipe 1 dan jumlah tenaga

ahli tidak bolch meclebihi 50% (lima puluh persen)
dari jumlah anggota Tim Pclaksana.

lHasil persiapan pengadaan barang/jasa meclalui

Swakeclola scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam KAK Kcgiatan/sub kegiatan/

output.
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(6) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok
Masyarakat dicvaluasi dan ditetapkan olch
Dircktur Utama/Dircktur/PPK.

Pasal 22
(1) Biaya pengadaan barang/jasa melalui Swakelola
dihitung berdasarkan komponen biaya
pclaksanaan Swakclola.
(2) PPK dapat mengusulkan standar biaya
masukan/kecluaran Swakclola kepada Direktur
Utama/Direktur BUMD.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1
Persiapan Pengadaan Mclalui Penyedia oleh PPK

_ Pasal 23

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia oleh PPK

meliputi kegiatan:

a. mecnctapkan HPS;

b. menetapkan rancangan kontrak;

c. mcnclapkan spesifikasi  tcknis/Kerangka Acuan
Kerja (KAK);

d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka,
jaminan pclaksanaan, jaminan pemcliharaan,
scrtifikat garansi, dan/atau penycsuaian harga.

Paragraf 2
Penetapan HPS

Pasal 24 |

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan
data yang dapat dipcrtanggungjawabkan.

(2) HPS tclah mempcerhitungkan keuntungan dan
biaya tidak langsung (overhead cost).

(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat
rahasia.

(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS
ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(5) HPS digunakan sebagai :
a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran

y

dan/atau kewajaran harga satuan;
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b. dasar untuk mcnetapkan batas tertinggi
pcnawaran  yang sah dalam  Pengadaan
Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya,

c. dasar untuk menctapkan besaran nilai
Jaminan Peclaksanaan bagi pcenawaran yang
nilainya lebih rendah dari 80% (dclapan
puluhpersen) nilai total HPS.

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran
kerugian negara.

(7) HPS dikccualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa
sampail dcngan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah), e-purchasing, dan tender pekerjaan
terintegrasi.

(8) Penctapan HPS paling lama 28 (dua puluh
delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pcmilihan
dengan pasca kualifikasi; atau

b. pemasukan dokumen  kualifikasi  untuk
pcmilihan dengan prakualifikasi.

Paragraf 3
Penctapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 25
(1) Jenis  Kontrak Pcngadaan  Barang/Peckerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
a. Lumsum;
Harga Satuan;
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

oo o

Terima Jadi (Turmkey);

Kontrak Payung (Indefinite Delivery
Contract/ Indefinite Quantity Contract).

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri

e

atas :

a. Lumsum;

b. Waktu Penugasan (Time Based);

c. Kontrak Payung (Indefinite Delivery Contract).
(3) Kontrak Lumsum scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mcrupakan

kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan

jumlah harga yang pasti dan tctap dalam batas

waktu tertentu, dengan ketentuan scbagai berikut:

a. scmua risiko scpenuhnya ditanggung  olch

penyedia;
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b. beroricntasi kepada keluaran (output based);
dan

c. pembayaran  didasarkan pada  tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan - scsuai
dengan isi kontrak.

Kontrak Harga Satuan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf bmerupakan Kontrak

Pcngadaan Barang/Pckerjaan  Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk

sctiap satuan atau unsur pekerjaan dengan

spesifikasi tcknis tertentu  atas  penyelesaian
scluruh pckerjaan dalam batas waktu yang telah
ditctapkan dengan ketentuan scbagai berikut:

a. volumc atau kuantitas pckerjaannya masih
bersifat  perkiraan pada saat kontrak
ditandatangani;

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir kontrak ditctapkan sctelah scluruh
pckerjaandisclesaikan.

Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pckcerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan

Harga Satuan dalam 1 (satu) pckerjaan yang

dipcrjanjikan.

Kontrak Terima Jadi (Tumkey) scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas

pcnyclesaian scluruh pekerjaan dalam batas waktu

tertentu dengan ketentuan scbagai berikut:

a. jumlah harga pasti dan tctap sampai scluruh
pckerjaan sclesai dilaksanakan; dan

b. pcmbayaran dapat dilakukan berdasarkan
termin scsuai kesepakatan dalam kontrak.

Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ danayat (2) huruf c dapat berupa

kontrak harga satuan dalam pcriode waktu

tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat
ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya
pada saat kontrak ditandatangani.

Kontrak berdasarkan Waktu Pecnugasan (Time

Based) scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl

b mcrupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk

pckerjaan yang ruang lingkupnya bclum bisa

b




(2)

25

didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang
dibutuhkan untuk menyclesaikan pekerjaan belum
bisa dipastikan.
Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract)
mcrupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
mcmbebani  Iebih  dari satu  tahun anggaran
dilakukan sctelah ~mendapatkan persetujuan
pcjabat  yang berwenang  scsuai peraturan
pcrundang-undangan dapat berupa:

a. pekerjaan yang penyclesaiannya lebih dari 12
(dua belas) bulan atau Icbih dari 1 (satu) Tahun
Anggaran; atau

b. peckerjaan yang memberikan manfaat lebih
apabila dikontrakan untuk jangka waktu lcbih
dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3
(tiga) Tahun Anggaran.

Paragraf 4
Bentuk Kontrak

Pasal 26
Bentuk kontrak terdiri atas :
a. bukti pembelian/pembayaran;
b. kuitansi;
c. Surat Perintah Kerja (SPK);
d. surat perjanjian; atau
¢. surat pesanan.
Bukti pembelian /pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan
nilai Rp.10.000.000,00 (scpuluh juta rupiah).
Kuitansi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digunakan untuk Pcngadaan Barang/Jasa
Lainnya sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
SPK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
digunakan untuk Pcngadaan Jasa Konsultansi
sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (scratus
juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pckerjaan
Konstruksi sampal dengan nilai
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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Surat perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/
Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di
atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan untuk Pcngadaan Jasa Konsultansi dengan
nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Surat pesanan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/
Jasa melalui e-purchasing atau pcmbelian secara
daring.

Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan dokumen pendukung Kontrak sebagaimana
tersebut dalam Lampiran dan mcrupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Uang Muka

Pasal 27

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan

pclaksanaan pckerjaan.

Uang muka scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan ketentuan scbagai berikut:

a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai
kontrak untuk Usaha Kecil;

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai
kontrak untuk usaha non keccil dan Penycdia
Jasa Konsultansi;

c. paling tinggi 15% (lima bclas persen) dari nilai
kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

Pemberian  uang muka dicantumkan pada

rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen

Pemilihan.

Paragrafl 6
Jaminan Pcngadaan Barang/Jasa

Pasal 28
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
a. Jaminan Pcnawaran;
b. Jaminan Sanggah Banding;
¢. Jaminan Pelaksanaan;
d. Jaminan Uang Muka,
e. Jaminan Pemeliharaan.
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Jaminan Penawaran scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa bank garansi atau surety bond.
Bentuk jaminan scbagaimana dimaksud pada ayat
(3) bersifat :
a. tidak bersyarat;
b. mudah dicairkan; dan
c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari Panitia Pengadaan/
PPK/Pihak yang diberi kuasa olch PPK/Panitia
Pengadaan diterima.
Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan
Jaminan Pcnawaran, Jaminan Pelaksanaan,
Jaminan Pcmeliharaan dan jaminan Sanggah
Banding.
Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan
Penjaminan, Pcrusahaan  Asuransi, lembaga
keuangan khusus yang menjalankan wusaha
dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ckspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
di bidang lembaga pcmbiayaan ckspor Indonesia
dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
Perusahaan Penjaminan, Pcrusahaan Asuransi,
dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia
scsuai dengan  kctentuan  dalam  peraturan
pcrundang-undangan di bidang lembaga
pcmbiayaan  ekspor Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) adalah pcrusahaan
penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan
pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa
Kcuangan.

Pasal 29
Jaminan Pcnawaran scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk
Pckerjaan  Konstruksi dengan  nilai di  atas
Rp.10.000.000.000,00 (scpuluh miliar rupiah).
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Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) besarnya antara 1% (satu perscratus)
hingga 3% (tiga perscratus) dari nilai total HPS.
Jaminan Penawaran scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk pckerjaan terintegrasi besarnya
antara 1% (satu perscratus) hingga 3% (liga
perscratus) dari nilai pagu.

Pasal 30
Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberlakukan
untuk Pckerjaan Konstruksi dengan nilai di atas
Rp.10.000.000.000,00 (scpuluh miliar rupiah).

(2) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud

(3)

(1)

(2)

pada ayat (1) besarnya 1% (satu perscratus) dari
nilai total HPS.

Jaminan Sanggah Banding scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), wuntuk pckerjaan konstruksi
terintegrasi besarnya 1% (satu perscratus) dari
nilai pagu.

Pasal 31

Jaminan Peclaksanaan scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c diberlakukan

untuk Kontrak Pcngadaan Barang/Pekcrjaan

Konstruksi/Jasa lLainnya  bcernilai  di atas

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jaminan Peclaksanaan secbagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang asct Pecnycdia
sudah dikuasai oleh Pengguna;

b. Pcngadaan Barang/Jasa mclalui E-Purchasing;
atau

c. Pengadaan dalam rangka pcnanganan kcadaan
darurat.

Besaran nilai Jaminan Pclaksanaan adalah scbagai

berikut :

a. untuk nilai pcnawaran tcrkorcksi antara 80%
(delapan puluh perscratus) sampal dcengan
100% (seratus perscn) dari nilai HPS, Jaminan
Pclaksanaan  adalah  scbesar 5%  (lima
perseratus) dari nilai kontrak; atau
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b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah
80% (dclapan puluh perseratus) dari nilai HPS,
besarnya  Jaminan  Pclaksanaan 5%  (lima
perseratus) dari nilai HPS.

Besaran nilai Jaminan Peclaksanaan untuk

Pekerjaan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran terkorcksi antara 80%
(dclapan puluh perseratus) sampai dengan
100% (seratus perscratus) dari nilai pagu,
Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima
perseratus) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran tcrkorcksi di bawah
80% (dclapan puluh perscratus) dari nilai pagu,
besarnya  Jaminan  Pelaksanaan 5% (lima
perseratus) dari nilai pagu.

Jaminan Pelaksanaan bcerlaku sampai dengan

serah tcrima pckerjaan pengadaan Barang/Jasa

Lainnya atau serah terima pcrtama (Provisional

Hand Over) Pckerjaan Konstruksi.

Pasal 32
Jaminan Uang Muka scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d discrahkan
Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sccara bertahap dapat dikurangi
sccara proporsional sesuai dengan sisa uang muka

yang diterima.

Pasal 33

Jaminan Pemeliharaan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c diberlakukan
untuk Pckerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya
yang membutuhkan masa pcmcliharaan dalam hal
Penyedia mencrima uang retensi pada scrah terima
pckerjaan pertama (Provisional HandOver).
Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikembalikan 14 (cmpat belas) hari
kerja sctelah masa pemcliharaan sclesai.

Besaran nilai Jaminan Pemcliharaan scbesar 5%

(lima perscratus) dari nilai Kontrak.
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Paragraf 7
Sertifikat Garansi

Pasal 34
Scriifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan
pcnggunaan barang hingga jangka waktu tertentu
scsuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Scriifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang
ditunjuk secara sah oleh produsen.

Paragraf 8

Penycsuaian Harga

Pasal 35

Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan

scbagai berikut :

a. dibcrlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak
dengan jenis kontrak Harga Satuan atau
berdasarkan Waktu Penugasan (Time Based)
sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang
telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan
dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan;

b. tata cara penghitungan penycsuaian harga
harus dicantumkan dcngan jelas dalam
Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan
Dokumen Pemilihan yang mcrupakan bagian
tidak terpisahkan dari kontrak.

Persyaratan dan tata cara  penghitungan

penyesuaian harga scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdir1 atas :

a. penycsuaian harga diberlakukan pada Kontrak
Tahun Jamak yang masa pclaksanaannya lebih
dari 18 (delapan belas) bulan;

b. penyesuaian harga scbagaimana dimaksud
pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13
(tiga belas) scjak peclaksanaan pckerjaan;

c. pcnycsuaian harga satuan berlaku bagi scluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya overhead, dan harga satuan
timpang  scbagaimana  tercantum  dalam
penawaran;

d. penycsuaian harga satuan diberlakukan scsuai
dengan jadwal pclaksanaan yang tercantum

dalam kontrak;
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c. penycsuaian harga satuan bagi komponen
pckerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian  harga
darinegara asal barang tersebut;

f.  jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru
scbagai akibal adanya adendum kontrak dapat
diberikan pcnyesuaian harga mulai bulan ke-
13 (tiga bclas) scjak adendum kontrak tersebut
ditandatangani; dan

g. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan
kontrak terlambat disebabkan olch kesalahan
Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal

kontrak dan recalisasi pckerjaan.

Paragraf 9
Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Pckerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 36
Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a. Tender;
b. E-Purchasing;
¢. Pengadaan Langsung; atau
d. Penunjukan Langsung.
Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas :
a. Tender pascakualifikasi melalui SPSE;
b. Tender prakualifikasi melalui SPSE; atau
c. Tender cepat melalui SPSE.
E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pckerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum
dalam katalog clcktronik atau took daring SPSE.
Pengadaan Langsung scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c¢ dilaksanakan untuk Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Pcnunjukan Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/
Pckerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  untuk
keadaan tertentu.
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Kriteria Barang/Peckerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. Pckerjaan Konstruksi bangunan yang
merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko
kegagalan bangunan yang secara kescluruhan
tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan
sebelumnya (unforeseen condition);

b. Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu)
Pcnyedia yang mampu;

c. Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih
unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan
kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK,
dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin
ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan
cepat untuk pelaksanaan peningkatan
ketahanan pangan;

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan
oleh pemegang hak paten, atau pihak yang
telah mendapat izin dari pemegang hak paten,
atau pihak yang menjadi pemcnang tender
untuk mendapatkan izin dari pemerintah;atau

c. Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa lLainnya
yang setclah dilakukan tender ulang mengalami
kegagalan.

Tender  pascakualifikasi  SPSE  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hurul a dapat

dilaksanakan untuk seluruh Pengadaan

Barang/Jasa.

Tender  prakualifikasi SPSE sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan

untuk pengadaan yang bersifat kompleks.

Tender cepat SPSE sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf ¢ digunakan dalam hal spesifikasi

dan  volumc  pckerjaannya  sudah  dapat
ditentukan sccara rinci, Penyedia yang telah
terdaftar dalam  Sistem Informasi Kinerja

Penyedia, dan penctapan pemenang berdasarkan

harga terendah, pelaksanaan tender cepat melalui

aplikasi Sistem Pcngadaan Sccara Elektronik
yang dikembangkan olch LKPP RI.
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(10) Pengadaan yang bersifat komplecks sebagaimana

(4)

(1)

dimaksud pada ayat (8) adalah Pengadaan
Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
mempunyai risiko tinggi, memerlukan tcknologi
tinggi, mecnggunakan pcralatan yang didcsain
khusus, dan/atau sulit mendcfinisikan sccara
tcknis bagaimana cara mcmenuhi kebutuhan dan

tujuan Pcengadaan Barang/Jasa.

Pasal 37
Mctodc cvaluasi pcnawaran Pcnyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa lLainnya dilakukan
dengan :
a. Sistem Nilai;
b. Pecnilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
c. Harga Tcrendah.
Mctode cvaluasi Sistem Nilai scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang mcmperhitungkan penilaian tcknis
(kualitas) dan harga.
Mctode cvaluasi Pcnilaian Biaya Sclama Umur
Ekonomis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/
Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  yang
memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga,
biaya opcrasional, biaya pcmeliharaan, dan nilai
sisa dalam jangka waktu opecrasi tertentu.
Mctode cvaluasi Harga Terendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnya dalam hal harga menjadi dasar
penctapan pemcenang di antara pcnawaran yang

memenuhi persyaratan tcknis.

Pasal 38
Mctodc pcnyampaian dokumen penawaran dalam
pcmilihan Penyedia Barang/Pckerjaan Konstruksi
/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a. satu file;
b. dua file; atau
c. dua tahap.



(2)

(4)

(1)

(3)

34

Metode satu file scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a digunakan untuk Pcngadaan
Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
mcenggunakan metode cvaluasi harga tercndah.
Mctodce dua file scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b digunakan untuk Pcngadaan
Barang/PckerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang
memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
Mctode dua tahap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c¢ digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
memiliki karakteristik scbagai berikut:

a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan
dengan pasti;

b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan
sistcm dan dcsain pencrapan teknologi yang
berbeda;

c. dimungkinkan perubahan spesifikasi tcknis
berdasarkan  klarifikasi  penawaran  tcknis
yang diajukan; dan/atau

d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Paragraf 10
Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 39
Mectode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
dilakukan dengan:
a. Seleksi;
b. Pcngadaan Langsung; atau
¢. Penunjukan Langsung.
Seleksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi
bernilai di atas Rp.100.000.000,00 (scratus juta
rupiah).
Pengadaan Langsung scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa
Konsultansi yang bernilai  sampai dcngan
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penunjukan Langsung scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan untuk Jasa
Konsultansi dengan kecadaan tertentu.
Kriteria Jasa Konsultansi dengan keadaan
tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi :
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a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan
olch 1 (satu) Pcnycdia yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan
olch 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah
terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin
pemegang hak cipta;

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi
konsultan hukum/advokasi atau pengadaan
arbiter yang tidak dircncanakan scbelumnya,
untuk  menghadapi  gugatan  dan/atau
tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada
Pemcrintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan
dan/atau pecmbclaannya harus segera dan
tidak dapat ditunda; dan

d. Permintaan berulang (repeat order) untuk
Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung

untuk penyedia Jasa Konsultansi secbagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan
batasan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 40
Mctode cvaluasi penawaran Penyedia Jasa
Konsultansi dilakukan dengan:
a. Kualitas dan Biaya;
b. Kualitas;
c. Pagu Anggaran; atau
d. Biaya Terendah.
Metode  Kualitas dan Biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk
pckerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis
tcnaga ahli, dan waktu penyclesaian pckerjaan
dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
Metode Kualitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang
ruang lingkup pckerjaan, jenis tcnaga ahli, dan
waktu penyelesaian pckerjaan  tidak dapat
diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk
pekerjaan Penycdiadasa Konsultansi Perorangan.
Mctode Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ hanya digunakan untuk
ruang lingkup pckerjaan sederhana yang dapat
diuraikan dengan pasti dalam KAK dan
pcnawaran tidak bolch melebihi pagu anggaran.
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Mctode Biaya Terendah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d hanya digunakan untuk
pckerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik
dan standar pelaksanaan pckerjaannya sudah

mapan.

Pasal 41

Mctode penyampaian dokumen pcnawaran pada
pcemilihan  Penycdia Jasa Konsultansi melalui
Penunjukan Langsung dan Pcngadaan Langsung
mcnggunakan metode satu file.

Mctode penyampaian dokumen penawaran pada
pcmilihan Penycdia Jasa Konsultansi melalui
scleksi menggunakan mctode dua file.

Paragrafl 11
Kualifikasi

Pasal 42
Kualifikasi merupakan evaluasi kompctensi,
kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan
scbagai Penyedia.
Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi
atau prakualifikasi.
Pascakualifikasi dilaksanakan pada pclaksanaan
pemilihan scbagai berikut:
a. Tender Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bersifat tidak kompleks; atau
b. Secleksi Jasa Konsultansi Pcrorangan.
Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan
dengan pelaksanaan cvaluasi pcnawaran dengan
menggunakan mctode sistem gugur.
Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan
pcemilihan scbagaiberikut:
a. Tender Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bersifat kompleks;
b. Selecksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
c. Penunjukan lLangsung Pengadaan
Barang/Peckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/
Jasa Konsultansi Badan Usaha/Perorangan.
Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan scbclum
pcmasukan pcnawaran dengan menggunakan
mctode :
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a. sistem gugur untuk Penycdia
Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

b. sistem pcmbobotan dengan ambang batas
untuk Penyedia Jasa Konsultansi.

(7) Hasil prakualifikasi menghasilkan :

a. Daftar calon peserta Tender Barang/Pekcerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. Daftar pendck  peserta  Sclcksi Jasa
Konsultansi.

(8) Dalam hal kualifikasi Penyedia telah diverifikasi
dalam Sistem Informasi Kinerja Penycdia, tidak
diperlukan pcmbuktian kualifikasi.

(9) Panitia Pengadaan dilarang menambah
persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan
tidak objektif.

Paragraf 12
Jadwal Pemilihan

Pasal 43
Jadwal  pemilihan untuk  sctiap tahapannya,
ditetapkan bcrdasarkan alokasi waktu yang cukup
bagi Panitia Pengadaan/Pokja Pemilihan dan peserta
pcmilihan scsuai dengan kompleksitas pckerjaan.

Paragrafl 13

Dokumen Pemilihan

Pasal 44
Dokumen Pemilihan terdiri atas:
a. Dokumen Kualifikasi; dan
b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/
Pcngadaan Langsung.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Pclaksanaan

Pasal 45
(1) Pclaksanaan Swakclola tipe I dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :

Y
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a. Direktur  Utama/Direktur BUMD  dapat
menggunakan pegawai sendiri dan/atau tenaga
ahli;

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi
50% (lima puluh persen) dart jumlah tim
pclaksana;

c. Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa
mclalui Penycdia, dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pclaksanaan Swakclola tipe 11 dilakukan dengan

kctentuan scbagai berikut :

a. Direktur Utama/Dircktur BUMD melakukan
kesepakatan kerja sama dcngan Pimpinan
Pelaksana Swakelola;

b. PPK mclaksanakan swakelola berdasarkan
kontrak antara Dircktur Utama/Dircktur
BUMD dengan Ketua Tim Pelaksana Swakclola
di Kementrian/Lembaga/Pcrangkat Daerah/
BUMN/BUMD lain/BLU/BLUD scsuai dcngan
kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

Pclaksanaan  Swakelola tipe III  dilakukan

berdasarkan  kontrak Dircktur Utama/Direktur

BUMD dengan pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan.
Pclaksanaan  Swakelola tipc IV dilakukan

berdasarkan kontrak PPK dcngan pimpinan
Kclompok Masyarakat.

Untuk pclaksanaan swakclola tipe II sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tipc IlI scbagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan tipc IV scbagaimana
dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang
tecrcantum dalam kontrak sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui

Pcenycdia.

Bagian Kedua
Pembayaran Swakclola

Pasal 46

Pembayaran swakelola sesuai dengan kctentuan yang

berlaku pada pengelolaan kcuangan BUMD.
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Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

(1) Kemajuan pcelaksanaan Swakelola dan penggunaan
kcuangan dilaporkan oleh Tim Pclaksana kepada
PPK secara berkala.

(2) Laporan kemajuan rcalisasi fisik dan kcuangan
disampaikan sctiap bulan sccara berjenjang olch
Tim Pelaksana sampai kepada Dircktur
Utama/Dircktur BUMD.

(3) Tim Pelaksana mcnycrahkan hasil pekerjaan
Swakclola kepada PPK.

(4) Tim Pengawas mengawasi pclaksanaan Swakclola.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENYEDIA

Bagian Kesatu

Pclaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 48
(1) Pclaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi
manual maupun Tender/Scleksi SPSE mcliputi:
a. Pclaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atau Undangan;
c. Pendaftaran dan  Pengambilan  Dokumcen
Pemilihan;
Pemberian Penjelasan;
Pcmasukan Dokumen Pecnawaran;
Evaluasi Dokumen Penawaran;
Penctapan dan Pecngumuman Pemenang;

i S

Sanggah.

(2) Sclain kectentuan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan
konstruksi  ditambahkan  tahapan  sanggah
banding.

(3) Pclaksanaan Pcmilihan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi
dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap
pcnawaran tcknis dan biaya sctclah masa sanggah

sclesai.
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Pelaksanaan Pcmilihan Tender cepat  SPSE

dengan ketentuan scbagai berikut:

a. Peserta sudah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Kinerja Penycdia;

Peserta hanya memasukan pcnawaran harga,;

c. Kvaluasi pcnawaran harga dilakukan olch
aplikasi Sistem Pcngadaan Sccara Elcktronik
(SPSE); dan

d. Penetapan pemenang berdasarkan harga
pcnawaran terendah.

Pclaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk

barang/jasa yang tertera di e-catalog dan/atau

toko daring.

Pclaksanaan Pcnunjukan Langsung dilakukan

dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang

dipilih dengan discrtai negosiasi teknis maupun
harga.

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan

scbagai berikut :

a. pecmbelian/pembayaran  langsung  kepada
Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya yang menggunakan bukti pembclian
dan kuitansi;

b. permintaan penawaran yang discrtai dengan
klarifikasi serta negosiasi tcknis dan harga
kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung
yang menggunakan SPK.

Pclaksanaan pemilihan dapat segera diumumkan
sctelah RUP diumumkan.
Untuk barang/jasa yang kontraknya harus
ditandatangani pada awal tahun dan
mcembutuhkan waktu pelaksanaan pemilihan
lcbih dari 3 (tiga) bulan, pemilihan dapat
dilaksanakan sctclah perencanaan pengadaan
sclesai dan scbelum penctapan anggaran BUMD.

Pclaksanaan pcmilihan dengan Tender/Scleksi

SPSE atau Tender cepat SPSE dilakukan sctclah

RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi

SIRUP di SPSE dan dilaksanakan olch Pokja

Pemilihan UKPBJ.

Pecnawaran harga dapat dilakukan dengan

I-Reverse Auction.
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Bagian Kedua
Tender/Scleksi Gagal

Pasal 49

Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. sctclah pemberian waktu perpanjangan, tidak
ada peserta yang menyampaikan dokumcn
kualifikasi; atau

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi
kurang dari 3 (tiga) peserta.

Tender/ Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada pescrta yang mcnyampaikan
dokumen pcnawaran (sctclah ada pembcerian
waktu pcrpanjangan);

c. tidak ada pescrta yang lulus evaluasi
pcnawaran,;

d. ditemukan  kesalahan dalam  dokumen
Tender/Sclcksi atau tidak scsuai dengan
Peraturan Bupati ini;

c. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN);

f. scluruh pecserta terlibat persaingan usaha
tidak schat;

g. scluruh pcnawaran harga Tender
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada selcksi tidak tercapai,
atau

i. KKN meclibatkan Panitia Pengadaan/PPK.

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan Tender/Secleksi gagal scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf h dinyatakan olch Panitia Pengadaan.

Tender/Selcksi gagal dalma hal scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf 1 dinyatakan olch

Direktur Utama/Dircktur BUMD.

Tindak lanjut  dari  prakualifikasi  gagal

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia

Pengadaan segera melakukan prakualifikasi ulang

dengan ketentuan dalam hal:

a. sctelah prakualifikasi ulang jumlah pescria
yang lulus 2 (dua) pescrta, proscs
Tender/Scleksi dilanjutkan; atau
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b. sctelah prakualifikasi ulang jumlah pescrta
yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan
dengan proses Penunjukan Langsung.

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi  gagal

scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia

Pengadaan segera mclakukan:

a. ecvaluasi ulang;

b. penyampaian penawaran ulang;

c. Tender ulang/Seleksi ulang.

Evaluasi ulang scbagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf a, dilakukan dalam hal ditcmukan

kesalahan cvaluasi pcnawaran.

Pcnyampaian penawaran ulang scbagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk

Tender/Seleksi gagal scbagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d, dan huruf h.

Tender ulang/Sclcksi ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk

Tender/Scleksi  gagal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf e, huruf f,

huruf g, dan hurufi.

Dalam hal Tecnder/Seclecksi ulang scbagaimana

dimaksud pada ayat (9) gagal, Panitia Pengadaan

dengan persctujuan Dircktur Utama/Direktur

BUMD mclakukan Penunjukan Langsung dcengan

kriteria :

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b. tidak cukup waktu untuk mclaksanakan
Tender/Selekst.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 50
Pclaksanaan kontrak terdiri atas :
a. Penctapan  Surat  Penunjukan  Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ);
Penandatanganan Kontrak;
Pemberian Uang Muka;

oo

Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
Pcrubahan Kontrak;
Penyesuaian ltarga;

Keadaan Kahar;

=R RS

Penghentian  Kontrak  dan  Bcerakhirnya
Kontrak;
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1. Pemutusan Kontrak;

J-  Scrah Tcrima Hasil Pckerjaan.

Dircktur  utama/Dircktur BUMD  dilarang
mengadakan ikatan perjanjian atau
mecnandatangani kontrak dengan Penycdia dalam
hal bclum tersedia anggaran atau tidak cukup
tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai dari anggaran BUMD.

Bagian Kecmpat
Pembayaran Prestasi Pekcrjaan

Pasal 51
Pémbayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada
Pcnycdia sctelah dikurangi angsuran
pengcembalian Uang Muka, retensi, dan denda.
Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar 5% (lima perseratus) digunakan scbagai
jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan.
Dalam hal Penycdia menyerahkan sebagian
pckerjaan kepada sub  kontraktor, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran
kepada subkontraktor scsuai dengan realisasi
pekerjaannya.
Pembayaran prestasi pckerjaan dapat diberikan
dalam bentuk:
a. pcmbayaran bulanan;
b. pcmbayaran berdasarkan tahapan
penyelesaian pekerjaan (termin);atau
c. pcmbayaran secara sckaligus sctclah
penyelesaian pekerjaan.
Pembayaran dapat dilakukan secbelum prestasi
pckerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
karena sifatnya dilakukan pcmbayaran terlebih
dahulu scbelum barang/jasa diterima, sctclah
Penycdia menyampaikan jaminan atas
pembayaran yang akan dilakukan.
Pembayaran dapat dilakukan untuk pcralatan
dan/atau bahan yang bclum tcrpasang yang
menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada
di lokasi pckerjaan dan telah dicantumkan dalam
kontrak.
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Ketentuan  mengenai  pembayaran  scbelum
prestasi pekerjaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (5) scsuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kclima
Pcerubahan Kontrak

Pasal 52
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pclaksanaan dengan gambar
dan/atau spesifikasi tcknis/KAK yang ditentukan
dalam Dokumecn Kontrak, PPK bersama Penyedia
dapat melakukan pcrubahan kontrak yang
meliputi :
a. mcnambah atau mcngurangi volumc yang
tercantum dalam kontrak;
b. menambah dan/atau mcngurangi  jenis
kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan
kondisi lapangan; atau
d. mengubah jadwal pclaksanaan.
Dalam hal pecrubahan kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
penambahan nilai kontrak, dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan nilai kontrak akhir (final
contract) tidak melebihi 10% (sepuluh perscratus)
dari harga yang tcrcantum dalam kontrak awal.

Bagian Keenam
Kcadaan Kahar

Pasal 53
Dalam hal terjadi keadaan kahar, pclaksanaan
kontrak dapat dihentikan.
Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para
pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
Perpanjangan waktiu untuk penyelesaian kontrak
disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun
anggaran.
Tindak lanjut sctclah terjadinya keadaan kahar
diatur dalam kontrak.
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Bagian Ketujuh
Penyclesaian Kontrak

Pasal 54

Dalam hal Pcnycdia gagal menyelesaikan
pckerjaan sampai masa pclaksanaan kontrak
berakhir, namun PPK menilai bahwa Penycdia
mampu menyelesaikan  pckerjaan, PPK  dapat
mengusulkan kepada Direktur Utama/Dircktur
BUMD untuk memberikan kesempatan Penycdia
menyclesaikan  pckerjaan  dengan  pengenaan
sanksi denda kecterlambatan.

Pemberian kescmpatan kepada Penyedia untuk
menyclesaikan pekerjaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam adendum
kontrak yang didalamnya mengatur pengcnaan
sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan
perpanjangan dan/atau tambahan nilai jaminan
pclaksanaan.

Pembcerian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat melampaui Tahun Anggaran
sctelah mendapatkan persctujuan dari Dewan

Pcngawas/Komisaris.

Bagian Kedclapan
Scrah Terima Barang/Hasil Pckerjaan

Pasal 55
Sctelah barang/pckerjaan sclesai 100% (scratus
perscratus)  scsuai dengan  ketentuan  yang
tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan
pcermintaan sccara tertulis kepada PPK untuk
serah terima barang/jasa.
PPK meclakukan pemcriksaan tcrhadap barang/
jasa yang discrahkan.
PPK dan Penyedia mcnandatangani Bcrita Acara

Scrah Terima.

Pasal 56
PPK  menycrahkan  barang/hasil pckerjaan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kcpada
Dircktur Utama/ Dircktur BUMD.
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Dircktur  Utama/Dircktur BUMD  meminta
PgPHP/TPHP untuk melakukan pemecriksaan
administratif tcrhadap barang/hasil pekerjaan
yang akan discrahterimakan.

Hasil pecmceriksaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

BAB VIII
PENGADAAN KHUSUS
Bagian Kcesatu

Pcngadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan

(1)

(3)

(5)

Kecadaan Darurat

Pasal 57

Pcnanganan kecadaan darurat dilakukan untuk

kesclamatan/perlindungan  masyarakat  atau

warga negara Indoncsia yang bcrada di dalam
negeri dan luar negeri yang pelaksanaannya tidak
dapat ditunda dan harus dilakukan scgera.

Kcadaan darurat scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. bencana alam, bencana non alam, dan/atau
bencana sosial;

b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik;

c. bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, perkembangan situasi politik dan
kecamanan di  luar ncgeri, dan/atau
pemberlakuan kebijakan pemcerintah asing
yang memiliki dampak langsung terhadap
kesclamatan dan  ketertiban  warga ncgara
Indonesia di luar negeri; dan/atau

d. pcmberian bantuan kemanusiaan kepada
negara lain yang terkcna bencana.

Penctapan  kcadaan  darurat  scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) scsuai dengan peraturan

pcrundang-undangan.

Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap

darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Untuk penanganan kcadaan darurat scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) Dircktur utama/Dircktur

BUMD menunjuk Penycedia terdckat yang scdang

\
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melaksanakan kcgiatan Pcngadaan Barang/Jasa
scjenis atau Penycdia lain yang dinilai mampu
dan mecmenuhi kualifikasi untuk melaksanakan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
Pcnanganan kcadaan darurat dapat dilakukan
dengan penggunaan konstruksi permancn, dalam
hal penyerahan pckerjaan permanen masih dalam
kurun waktu kcadaan darurat.

Pcnanganan kcadaan darurat yang hanya bisa
diatasi dengan konstruksi permancn,
penyelesaian pckerjaan dapat melewati
masakeadaan darurat.

Bagian Kcdua
Pengecualian

Pasal 58

Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini

adalah :

a. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
berdasarkan tarif yang dipublikasikan sccara
luas kepada masyarakat;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
scsuai dengan praktik bisnis yang sudah
mapan,;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pcengadaan

barang/jasa yang dikccualikan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Direktur Utama/Dircktur BUMD.

BAB IX
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN
PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kcsatu

Peran Scrta Usaha Kecil

Pasal 59
Dalam  Pcngadaan  Barang/Jasa,  Dircktur
Utama/Dircktur BUMD memperluas pecran scrta
Usaha Kccil.
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Pemaketan  dilakukan dengan  menetapkan
scbanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil
tanpa mengabaikan prinsip ecfisicnsi, persaingan
schat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan
tcknis.

Nilai paket Pcngadaan Barang/Peckcrjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan
Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah), dicadangkan dan ‘ dipcruntukkan bagi
Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang
mcnuntut kompetensi teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Penyedia non kecil yang mclaksanakan pckerjaan
dapat mclakukan kecrja sama usaha dcngan
UMKM dalam bentuk kemitraan, subkontrak,atau
bentuk kcrja sama lainnya, jika ada UMKM yang
memiliki kemampuan di bidang yang
bersangkutan. ‘

Bagian Kedua
Penggunaan Produk Dalam Negeri

Paragraf 1
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 60 .
BUMD wajib menggunakan produk dalam negeri,
termasuk rancang bangun dan perckayasaan
nasional.
Kcewajiban penggunaan produk dalam negeri
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
jika  terdapat  peserta - yang —menawarkan
barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponcn
Dalam Ncgeri (TKDN) ditambah nilai Bobot
Manfaat Pcrusahaan (BMP) paling sedikit 40%
(empat puluh pcrseratus).
Perhitungan TKDN dan BMP  scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan mengacu pada
peraturan perundang-undangan.
Kctentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi
tcknis/KAK dan Dokumen Pemilihan.
Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam
hal :
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a. barang terscbut belum dapat diproduksi di
dalam ncgceri; atau

b. volume produksi dalam negeri tidak mampu
memenuhi kebutuhan.

Paragraf 2

Preferensi Harga

Pasal 61
Preferensi harga adalah insentif bagi produk
dalam negeri pada pemilihan Pengadaan
Barang/Jasa bcrupa kelebihan harga yang dapat
diterima.
Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang bernilai di atas
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa
yang mecmiliki TKDN lebih besar atau sama
dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
Preferenst harga untuk barang/jasa paling tinggi
25% (dua puluh lima perscratus).
Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi
yang dikerjakan oleh Perusahaan Nasional paling
tinggi 7,5% (tujuh koma lima pecrsecratus) di atas
harga penawaran terendah dari Perusahaan
Asing.
Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi
harga penawaran yang telah  memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis
Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga
tecrendah Hasil Evaluasi Akhir.
Hasil Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan

rumus

HEA = . X HP
1+KP
HEA = Harga Evaluasi Akhir.
KP = Kocfisicn Preferensi (Tingkat Komponen

Dalam Ncgeri (TKDN) dikali Preferensi
tertinggi Barang/Jasa).

il

HP Harga Pcnawaran (Harga Penawaran yang

memenuhi persyaratan Iclang dan tclah

0

dievaluasi).
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Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lecbih pcnawaran
dengan HEA terendah yang sama, pcnawar
dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai
pcemenang.

Bagian Kctiga
Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 62

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan

mempcerhatikan aspek berkelanjutan.

Aspck berkelanjutan  sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. aspek ekonomi, meliputi biaya produksi
barang/jasa sepanjang usia barang/jasa
terscbut;

b. aspck sosial, mecliputi pemberdayaan usaha
mikro dan usaha kccil, jaminan kondisi kerja
yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha
lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan

c. aspek lingkungan hidup, meliputi
pengurangan dampak negatif terhadap
keschatan, kualitas udara, kualitas tanah,
kualitas air,scrta menggunakan sumber daya
alam secara bijaksana.

Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan olch :

a. Direktur Utama/Direktur BUMD dalam
merencanakan dan menganggarkan
Pengadaan Barang/Jasa;

b. PPK dalam mcnyusun spesifikasi teknis dan
rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/
Jasa;

c. Panitia Pengadaan/Pctugas Pengadaan/Agen
Pengadaan dalam  menyusun  Dokumcen

Pemilihan.
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BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
(E-GOVERNMENT PROCUREMENT)

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 63

Penyclenggaraan  Pengadaan Barang/Jasa  secara

clektronik dapat dilakukan dengan:

a.

b.

(2)

menggunakan sistem informasi yang terdiri atas
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan
sistem pendukung;

menggunakan sistem sendiri; atau
menggunakan sistem yang dikembangkan olch
Lembaga Kcbijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP).

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kecsatu
Sumber Daya Manusia Pecngadaan Barang/Jasa

Pasal 64
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
BUMD adalah personcl di BUMD yang memiliki
kcahlian di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah atau kompctensi yang setara.
Sumber Daya Manusia scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atas berkedudukan di Unit
Pengadaan BUMD yang ditugaskan untuk
menangani pengadaan barang/jasa BUMD.

(3) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan

dan/atau  karakteristik  pekerjaan,  Dircktur
Utama/Dircktur BUMD  dapat  mcnetapkan
personel lain di luar BUMD scbagai pengclola

pengadaan.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Bagian Kedua
Kelembagaan Pcngadaan Barang/Jasa

Pasal 65
Dircktur Utama/Dircktur BUMD dapat
membentuk  Unit  Pengadaan BUMD  yang
mcnangani pengadaan barang/jasa di BUMD.
Unit Pengadaan BUMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berdiri sendiri di bawah
Direktur Utama/Direktur BUMD atau mclckat
pada struktur organisasi di BUMD yang sudah
ada.
Struktur organisasi di BUMD sebagaimana
dimaksud ayat (2) adalah struktur organisasi yang
sclama ini sudah memiliki kewenangan di bidang
pengadaan barang/jasa BUMD.
Unit Pengadaan BUMD memiliki tugas :
a. Pecngelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Pcmbinaan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan PengadaanBarang/Jasa;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch
Dircktur Utama/Dircktur BUMD yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN
PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 66
Dcwan Pengawas/Komisaris  wajib  melakukan
pengawasan Pcngadaan Barang/Jasa melalui
aparat pengawasan intern yang bersangkutan.
Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan mclalui kegiatan pemantauan,
cvaluasi, dan kegiatan pengawasan lain.
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimulai scjak
perencanaan,  persiapan, pemilihan  penyedia,
pelaksanaan kontrak, dan scrah terima pekerjaan.



(4)

(5)

(2)
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Kegiatan pengawasan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) antara lain penyelenggaraan
whistleblowing system.

Ruang lingkup pcngawasan Pengadaan
Barang/Jasa mcliputi :

a. pemenuhan nilai manfaat uang (value for
money);

kepatuhan terhadap pcraturan;

pencapaian TKDN;

Q¢ T

penggunaan produk dalam negeri;

¢. pencadangan paket untuk Usaha Kecil; dan

f. pengadaan berkclanjutan.

Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat dilakukan bersama dengan Perangkat
Dacrah lainyang melaksanakan tugas
pcmerintahan di bidang yang terkait dan/atau
lembaga yang mempunyai tugas mcnyclenggarakan
urusan pemecrintahan di  bidang pengawasan
kecuangan ncgara/dacrah dan pembangunan.

Hasil pengawasan digunakan sebagai alat
pcengendalian  pelaksanaan Pecngadaan Barang/
Jasa di BUMD.

Bagian Kedua
Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 67

Masyarakat menyampatkan pengaduan kcpada
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di
Pemcerintah Kabupaten Situbondo, disertai bukti-
bukti asli, faktual, kredibel, dan/atau autcntik
terkait penyimpangan dalam pengadaan
barang/jasa di BUMD.

Dalam hal Aparat Penegak Hukum mendapatkan
pengaduan dari masyarakat ditcruskan kepada
Aparat Pengawasan Internal Pemcrintah (APIP)
untuk ditindaklanjuti.

Aparat Pcngawasan Inicrnal Pemerintah (APIP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti pengaduan scsual
kewenangannya.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kcpada

v

Bupati.



(5)

(6)

(1)

(2)
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Kepala Dacrah mclaporkan kepada instansi yang
berwenang dalam hal diyakini terdapat indikasi
KKN yangmcrugikan keuangan BUMD.

Bupati memfasilitasi masyarakat dalam melakukan
pengawasan  terhadap pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di BUMD.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 68

Perbuatan atau tindakan pescrta pemilihan yang

dikcnakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan

Penyedia adalah:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar untuk memenuhi
persyaratan yang  ditentukan di dalam
dokumecen pemilihan; '

b. terindikasi melakukan persckongkolan dengan
pescrta lain untuk mengatur harga penawaran,;

c. terindikasi meclakukan KKN dalam pemilihan
Penycdia; atau

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima Panitia Pcngadaan.

Pcerbuatan atau tindakan pcmenang pemilihan

yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikcnakan

sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan
diri scbelum penandatanganan kontrak.

Perbuatan atau tindakan Pcnycdia yang dapat

dikenakan sanksi adalah :

a. tidak melaksanakan kontrak, tidak
menyclesaikan pckerjaan, atau tidak
melaksanakan kewajiban dalam masa
pemcliharaan;

b. menycbabkan kcgagalan bangunan;

c. menycrahkan jaminan yang tidak dapat
dicairkan;

d. meclakukan kesalahan dalam perhitungan
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil
audit;

¢. menycrahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil
audit; atau



(4)

(5)

(1)
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f. terlambat mcnyclesaikan pckerjaan scsuai
kontrak.

Perbuatan atau tindakan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan :

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi pencairan jaminan;

c. sanksi daftar hitam;

d. sanksi ganti kcrugian; dan/atau

c. sanksi denda.

Pelanggaran atas ketentuan scbagaimana

dimaksud pada :

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c
dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan,
sanksi pecncairan jaminan pcnawaran, dan
sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d sanksi pencairan jaminan
pcnawaran dan sanksi daftar hitam selama 1
(satu) tahun;

c. ayat (2) dikcnakan sanksi pencairan jaminan
pcnawaran dan sanksi daftar hitam sclama 1
(satu) tahun;

d. ayat (3) huruf a dikecnakan sanksi pencairan
jaminan pelaksanaan atau jaminan
pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama
1 (satu) tahun;

¢. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e
dikcnakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan; atau

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda
keterlambatan.

Pasal 69

Pengenaan  sanksi  daftar hitam scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a
ditctapkan oleh Direktur Utama/Dircktur BUMD
atas usulan Petugas Pengadaan/Panitia
Pengadaan.

Pengenaan sanksi daftar hitam scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b
ditctapkan olch Direktur Utama/Direktur BUMD
atas usulan Panitia Pengadaan.



(3)
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Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c dan
Pasal 68 ayat (5) huruf d, dan Pasal 68 ayat (5)
huruf ¢ ditetapkan olch Dircktur Utama/Direktur
BUMD atas usulan PPK.

Pcngenaan sanksi denda kecterlambatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5)
huruf [ ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak scbesar
1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai
bagian kontrak untuk sctiap hari dan/atau waktu
kcterlambatan.

Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
tecrmasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampail dengan ayat (3) berlaku scjak
ditctapkan.

Pasal 70

Perbuatan pescrta pemilihan yang dikenakan

sanksi dalam proses katalog berupa :

a. mecnyampaikan dokumen atau ketcrangan
palsu/tidak benar untuk memenuhi
persyaratan  yang  ditentukan di dalam
dokumen pcmilihan;

b. terindikasi melakukan pcrsckongkolan dengan
pescerta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi mclakukan KKN dalam pemilihan
Penyedia;

d. mengundurkan dirt dengan alasan yang tidak
dapat diterima Panitia Pengadaan; atau

c¢. mengundurkan diri atau tidak menandatangani
kontrak katalog.

Perbuatan Penycdia yang dikenakan sanksi dalam

proscs e-purchasing berupa tidak memenuhi

kewajiban dalam kontrak katalog atau surat
pesanan.

Perbuatan atau tindakan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi daftar hitam;

c. sanksi penghentian scmentara dalam sistem
transaksi e-purchasing;dan/atau

d. sanksi penurunan pcncantuman Pcnycdia dari

4

katalog elektronik.
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(4) Pclanggaran atas ketentuan scbagaimana
dimaksud pada :

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c
dikcnakan sanksi digugurkan dalam pcmilihan
dan sanksi daftar hitam sclama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dan huruf ¢ sanksi daftar
hitam sclama 1 (satu) tahun;

c. ayat (2) dikcnakan sanksi penghentian
semcntara dalam sistem transaksi
e-purchasing paling lama 6 (enam) bulan; atau

d. ayat (2) dikcnakan sanksi  penurunan
pencantuman Penyedia dari katalog clcktronik
sclama 1 (satu) tahun.

(5) Pengenaan sanksi scbagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur
atas usulan Panitia Pengadaan/Pctugas Pengadaan
dan/atau PPK.

Pasal 71
Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢
dan Pasal 70 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c
Dircktur Utama/Direktur BUMD melaporkan sccara

pidana.

Pasal 72

(1) Sanksi administratif dikcnakan kepada Dircktur
Utama/Direktur BUMD/PPK/Pctugas Pengadaan/
Panitia  Pcngadaan/PgPlIP/TPHP  yang lalai
mclakukan suatu pcerbuatan yang seharusnya
menjadi kewajibannya.

(2) Pemberian  sanksi  administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dcwan
Pengawas/Komisaris BUMD  sesuai  dengan
kctentuan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, scdang, atau
berat  dikenakan  kcpada  Dircktur Utama/
Dircktur BUMD/PPK/Pctugas Pecngadaan/Panitia
Pengadaan/PgPHP/TPHP yang terbukti melanggar
pakta integritas berdasarkan putusan Komisi
Pcengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum,
atau Pcradilan Tata Usaha Negara.
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Bagian Keempat
Daftar Hitam Nasional

Pasal 73
Dircktur Utama/Dircktur BUMD mcngumumkan
nama Pescrta Pemilihan/Penycdia yang dikcnakan
sanksi daftar hitam pada Papan Pengumuman Resmi
untuk masyarakat di BUMD dan/atau di situs resmi
Pemerintah Dacrah dan/atau discrahkan kepada unit
kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan
sccara clcktronik di UKPBJ  Daerah, untuk

ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

Bagian Kclima
Pelayanan Hukum Bagi Pclaku Pengadaan
Barang/Jasa

Pasal 74

(1) BUMD wajib memberikan pclayanan hukum
kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam
menghadapi  pcrmasalahan hukum terkait
Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan scjak proses penyclidikan hingga
tahap putusan pengadilan.

(3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeccualikan untuk Agen Pengadaan
berbentuk Badan Usaha/Pcrorangan dan Penyedia.

Bagian Kecnam
Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 75

(1) Pcnyclesalan scngketa antara Dircktur
Utama/Dircktur BUMD dan Pcnyedia dalam
pelaksanaan kontrak dapat dilakukan mclalui
arbitrase, alternatif  penyclesaian  scngketa,
dan/atau penyclesaian mclalui pengadilan.

(2) Penyelesaian sengkceta kontrak melalui arbitrasc
dapat dengan mcmanfaatkan Layanan
Penyclesaian Sengketa LKPP RIL
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha Milik
Daerah yang dilaksanakan sampai tanggal 31
Desember 2019 dilakukan  scsuai dengan
ketentuan scbelumnya.

b. Kontrak yang tclah ditandatangani berdasarkan
kectentuan  scbelum diberlakukannya Pcraturan
Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya Kontrak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pcraturan Bupati ini  dengan
pcnecmpatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 2 1 AUG 2019

BUPATI SITUBONDO,

= D

Diundangkan di Situbondo DADANG WIGIARTO

Pada tanggal 2 1 AUG 2019

SEKRETARIS DAKRAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR &5



. [tempat], __[tanggal] [bulan] ___ [tahun]

Untuk dan atas nama
Fenandatangan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama ___ [nama Penyedial

[tanda tangan/

[nama lengkap|

[jabatan|

(W8}

[V}

BUPATI SITUBONDO,

——

DADANG WIGIARTO

Standar Dokumen Pemilihan
Pengadaan Langsung Barang




